
 

 

     SALINAN   

   

 

 

BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  36  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 

2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 

TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012  

TENTANG RETRIBUSI DAERAH 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika 

perekonomian yang terjadi baik secara regional 

maupun nasional, maka besaran tarif retribusi Daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Daerah, sudah tidak relevan dan perlu 

diubah untuk ketiga kalinya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pekalongan tentang Perubahan ketiga Tarif 

Retribusi Daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 



 

 
3 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381);15. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka 

Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6622); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten  Pekalongan  Nomor  16 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 71); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95); 

11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Daerah atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2021, Nomor 58); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

TARIF RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG 

RETRIBUSI DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan besaran tarif Retribusi Daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun  

2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 25), diubah untuk ketiga kalinya 

sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 47 

 

(1) Struktur dan tarif Retribusi pelayanan pasar 

digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri 

atas halaman/pelataran, loos dan/atau kios, luas, 

lokasi dan jangka waktu pemakaian. 

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk menentukan kelas pasar. 

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati  ini  dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 15 Febuari 2022 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

TTD 

FADIA ARAFIQ 

 

 

Diundangkan    di Kajen 
pada tanggal    15 Febuari  2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

TTD 
         M. YULIAN AKBAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 36 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
       KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
ADITOMO HERLAMBANG, SH 
                Pembina 
 Nip. 19680517 198903 1 009 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR     TAHUN 

2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA TARIF 

RETRIBUSI DAERAH ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 16 TAHUN 2017 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI DAERAH. 

 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

NO. JENIS DAN KEGIATAN USAHA 

BESARNYA RETRIBUSI (Rp) 

PERIODE KLASIFIKASI PASAR 

KELAS I KELAS 2 KELAS 3 

A. Pendasaran tetap : 

1.  Ruko/M² 500 500 500 setiap berjualan 

2.  Toko/Kios/M² 500 400 300 setiap berjualan 

3.  Loos/M² 500 400 300 setiap berjualan 

 
B. Pendasaran di luar Kios/Loos 

1. Pedagang tetap/M² 500 400 300 setiap berjualan 

2. Pedagang tidak tetap/musiman 

(beceran)/M² 
500 400 300 setiap berjualan 

 
C. Retribusi MCK (Mandi, Cuci dan 

Kakus) 
1.000 1.000 1.000 sekali pakai 

  D. Retribusi parkir khusus Penjualan 

sepeda/unit 
1.000 1.000 1.000 sekali parkir 

 
E. Pemberhentian kendaraan di emplasemen Pasar untuk bongkar barang : 

1.  Trailer / Truk gandeng 15.000 15.000 15.000 Sekali bongkar 

barang 2.  Truk 10.000 10.000 10.000 Sekali bongkar 

barang 3.  Pick up 5.000 5.000 5.000 Sekali bongkar 

barang 4.  Dokar 1.000 1.000 1.000 Sekali bongkar 

barang 5.  Sepeda Motor 1.000 1.000 1.000 Sekali bongkar 

barang  
F. Sewa : 

1.  Ruko/M² 500 500 500 

setiap hari 

dibayarkan di 

awal perjanjian 
pemakaian 

lapak. 

2.  Toko/Kios/M² 200 200 200 setiap hari 

 
G. Biaya cetak dan Administrasi : 

1. Kartu Pemakai (SIP) 

Ruko/Kios/Loos Baru 

    

a. Ruko 500.000 500.000 500.000 Sekali transaksi 

b. Kios 225.000 195.000 150.000 Sekali transaksi 
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NO. JENIS DAN KEGIATAN USAHA 

BESARNYA RETRIBUSI (Rp) 

PERIODE KLASIFIKASI PASAR 

KELAS I KELAS 2 KELAS 3 

c. Loos 225.000 195.000 150.000 Sekali transaksi 

 

2. Perpanjangan 

[Kartu Pemakai (SIP) berlaku 

selama 2 (dua) 

tahun dan selanjutnya dapat  

diperpanjang] 

 

75.000 

 

60.000 

 

50.000 

 

Sekali transaksi 

3. Retribusi Pelimpahan: 

- Pelimpahan Kios 

- Pelimpahan Loos 

 

2.000.000 

500.000 

 

1.500.000 

350.000 

 

1.000.000 

250.000 

 

Sekali transaksi 

Sekali transaksi 

      
H. Kebersihan Pasar: 

1. Pedagang 

per pedagang 1.000 1.000 1.000 Setiap berjualan 

2. Hewan: 

a. Hewan Besar (sapi, kerbau, 

kuda)/ekor 
7.500 4.000 4.000 setiap berjualan 

b. Hewan Kecil (kambing, biri-

biri)/ekor. 
2.000 2.000 2.000 setiap berjualan 

c. Unggas (ayam, bebek, angsa, 

burung, dll)/ekor. 

 

500 

 

500 

 

500 

 

setiap berjualan 

 

 

BUPATI PEKALONGAN,  

TTD 

FADIA ARAFIQ 

Diundangkan    di Kajen 
pada tanggal    15 Febuari  2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

TTD 
         M. YULIAN AKBAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 36 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
       KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
ADITOMO HERLAMBANG, SH 
                Pembina 
 Nip. 19680517 198903 1 009 

 

 

 

 

 

 


